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Banding Jaksa Dikabulkan, 3 Terdakwa
Dibebankan Uang Pengganti Rp271 Juta

BENGKULU - Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Ke-
jari) Seluma terima putusan banding
3 terdakwa perkara Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) dana operasional
Sekretariat DPRD Seluma tahun ang-
garan 2021.

Tiga terdakwa meliputi mantan
Bendahara Pengeluaran Setwan
DPRD Seluma tahun 2021, Rahmat
Efendi Tanjung, mantan Kepala Ba-
gian Keuangan dan Plt Selowan DPRD
Seluma 2021 M. Husni serta mantan
Analisis Tata Usaha Setwan DPRD
Seluma 2021, Salamun.

Berdasarkan putusan banding dari
Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan
nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT
BGL, memutuskan mengadili para
terdakwa dengan uang pengganti
dan mengabulkan banding vang
diajukan Jaksa Kejari Seluma.

Atas pemberitahuan putuan band-
ing tersebut turut dibenarkan JPU
Kejari Seluma, Reki Aprizal, SH.

la mengatakan bahwa memang
putusan banding sudah diterima dan
sudah dilaksanakan eksekusi.

“Permintaan kita dalam pengajuan
banding sudah dikabulkan Pengadi-
lan Tinggi Bengkulu dan kami juga
sudah melaKukan eksekusi atas
putusan tersebut,” ungkap Reki pada
RB 2 Oktober 2024.

Pada putusan tersebut dibagi men-
jadi tiga berkas dengan masing-
masing terdakwa, berkas putusan
banding untuk Rahmat Efendi Tan-
jung, 12/ PID.SUS-TPK/2024/PT BGL.

Pada putusan tersebut menyatakan
mangadili Rahmat Efendi Tanjung
dengan hukuman penjara selama
2,2 tahun dan denda Rp100 juta sub-
sidair 3 bulan, serta membebankan
uang pengganti Rp80 juta subsidair
1 bulan.

Kemudian berdasarkan berkas pu-
tusan banding pada Pengadilan
Tinggi Benghkulu untuk mantan
Kepala Bagian Keuangan dan Plt
Sekwan DPRD Seluma 2021, M.
Husni dengan nomor putusan 13/
PID.SUS-TPK/2024/PT BGL.

Mengadili Husni dengan hukuman
penjara 2 tahun 3 bulan dan denda
Rpl00 juta subsidair 3 bulan. Serta
turutmembebankan uang pengganti
sebesar Rpl146 juta subsidair 1 bulan.

Selanjutnya mantan Analisis Tata
Usaha Setwan DPRD Seluma 2021,
Salamun diputus berdasarkan putu-
san banding dengan nomor regitrasi
14/PID.SUS-TPK/2024/PT BGL.

Mengadili Salamun dengan huku-
man penjara 2 tahun 1 bulan dengan
denda Rp100 juta subsidair 3 bulan
serta dihukum mengganti kerugian
negara atau uang pengganti sebesar
Rp 45 Juta.

“Kalau hukuman penjara tidak
kami banding namun kami fokus
pada uang pengganti dan syukur
diputusakan ketiga terpidana harus
mengembalian kerugian negara,”
jelas Reki.

Atas putusan tersebut Kejari Selu-
mamenerima. “Kita terimah putusan
banding ini," pungkas Reki.

Diberitakan sebelumnya JPU Kejari
Seluma menyatakan banding atas
vonis majelis hakim Pengadilan
Negerl (PN) Tindak Pidana Korupsi
( Tipikor) Bengkulu terhadap tiga ter-
dakwa yang terseret perkara korupsi
dana operasional Sekretariat DPRD
Seluma tahun anggaran 2021.

Alasannya lantaran ketiga ter-
dakwa yakni mantan Bendahara
Pengeluaran Setwan DPRD Seluma
tahun 2021, Rahmat Efendi Tanjung,
mantan Kepala Bagian Keuangan
dan Plt Sekwan DPRD Seluma 2021
M. Husni serta mantan Analisis Tata
Usaha Setwan DPRD Seluma 2021,
Salamun lepas dari tuntutan pidana
tambahan JPU uang pengganti se-
bagai pemulihan kerugian negara
sebesar Rp271 juta.

Hal ini dibenarkan Kasi Pidsus
Kejaksaan Negeri (Kajari) Seluma,
Ahmad Ghufroni, SH, MH.

Ghufroni menjelaskan memori
banding telah dimasukkan pada
Jumat, 19 Juli 2024 lalu.

“Kita masukan banding atas putu-
san yang sudah dibacakan hakim be-
berapawaktulalu,” ungkap Ghufroni.

Selanjutnya Ghufroni mengung-
kapkan bahwa upaya banding terse-
but fokus pada uang pengganti yang
seharusnya dibebankan kepada tiga
terdakwa.

“Kalau hukuman itu tidak kita
banding. Itu sudah di atas tuntutan
kita dari jaksa. Mereka (terdakwa,
red) seharunya mengembalikan
kerugian negara yang belum pulih,”
terang Ghufroni.

Di sisi lain, saat ditanya lanjutan
penanganan perkara korupsi dana
operasional Sekretariat DPRD Se-
luma tahun anggaran 2021, Ghufroni
menyebut jaksa masih mempelajari
putusan dari tiga terdakowa.

“Kalau liat dari putusan hakim
belum ada mengarah ke calon ter-
sangka baru, hanya saja tetap dipe-
lajari oleh tim Kejari Seluma,” jelas
Gufrond.

Sebagai informasi, sidang putusan
tiga terdakwa digelar Senin, 15 Juli
2024 lalu, bertindak sebagai ketua
majelis hakim, Agus Hamza SH.

Dari amar putusan majelis hakim
vang dibacakan, ketiga terdakwa din-
vatakan terbukti melakukan korupsi
sesuai dakwaan subsidair JPU Pasal 3
Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-undang
RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Majelis hakim menjatuhkan vonis
kepada terdakwa Rahmat Efendi
Tanjung dengan hukuman penjara 2
tahun 2 bulan serta denda Rp100 juta
subsidair 3 bulan.

Kemudian dijatuhkan vonis kepada
terdakwa M. Husni dengan hukuman
penjara 2 tahun 3 bulan serta denda
Rp100 juta subsidair 3 bulan.

Terakhir terdakwa Salamunm,
divonis dengan hukuman penjara 2
tahun 1 bulan dengan denda Rp100
juta subsidair 3 bulan.

Dalam amar putusan tersebut
majelis hakim tidak menyebutkan
ada unga pengganti yang dibebankan
kepada para terdakwa.

Dengan demikian, Ketua Tim Pe-
nasihat Hukum (PH) tiga terdakwa
Widya Timur, SH menyatakan pikir-
pikir atas putusan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, JPU
menuntut masing-masing terdakwa
dengan penjara yang sama, yakni 20
bulan dan denda Rp100 juta, dan ma-
sing-masing terdakwa dibebankan
ganti kerugian negara dengan total
Rp271 juta.

Terdakwa Rahmat Efendi Tanjung
dituntut dengan 20 bulan kurungan
penjara dan denda Rpl00 juta serta
dibebankan mengganti sisa kerugian
negara sebesar Rp80 juta subsidair
kurungan penjara 1 tahun.

Kemudian terdakwa M. Husni

dituntut dengan penjara 20 bulan
dengan denda Rpl100 juta subsidair
3 bulan penjara serta dibebankan
mengganti sisa kerugian negara yang
belum dibayar sebesar Rpl46 juta
subsidair kurungan penjara selama
1 tahun.
" Untuk diketahui perkara ini ter-
kait proses pengelolaan keuangan
di Sekretariat DPRD Seluma tahun
amggaran 2021 yang diduga banyak
disalahgunakan.

Dari total Rp 1,6 miliar KN yang
didapat, berasal dari 11 item belanja
rutin, diantaranya dana publikasi,
bahan bakar minyak (BEM), angga-
ran makan minum, alat tulis kantor
(ATK) dan pemeliharaan kendaraan
hingga pemeliharaan mesin. (wjt)



